
BUPATI REMBANG
PROVINSI LJAWA TBNGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR  i   TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang    :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah
sebagaimana    telah    diubah    beberapa    kali    terakhir    dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan    Daerah    perlu    menetapkan    Peraturan    Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat      :  1.  Pasal   18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia
Tahun  1945;

2.  Undang-Undang Nomor  13 Tahun  1950  tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Propinsi  Djawa
Tengah;

3.  Undang-Undang       Nomor       28       Tahun        1999       tentang
Penyelenggaraan  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,
Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1999  Nomor 75, Talnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4.  Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang  Keuangan
Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);

5.  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004
Nomor   5,   .Tambarian   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4355);



6.  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung iJawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.  Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem
Perencanaan     Pembangunan     Nasional     (Lembaran     Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2004    Nomor    104,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.  Undang,Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah
dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    2009    Nomor     130,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

10.   Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5234}  sebagalmana  telah  diubah
dengan    Undang-Undang   Nomor    15    Tahun    2019    tentang
Perubahan   Atas    Undang-Undang   Nomor    12   Tahun    2011
tentang      Pembentukan      Peraturan      Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  183,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor
6398);

11.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun
2015  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor
23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor
5679);

12.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    24    Tahun    2004    tentang
Kedudukan  Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4416)   sebagaimana  telah   diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun    2007    tentang    Perubahan    Ketiga    Atas    Peraturan
Pemerintah    Nomor    24    Tahun    2004    tentang    Kedudukan
Protokoler   dan   Keuangan   Pimpinan    dan   Anggota   Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah     (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712) ;



13.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005     tentang
Pengelolaan     Badan     Layanan     Umum     (Lembaran     Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2005    Nomor    48,    Tambahan
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia      Nomor      4502)
sebagaimana   telah    diubah   dengan    Peraturan    Pemerintah
Nomor   74   Tahun   2012   tentang   Perubahan   atas   Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005  tentang Pengelolaan Badan
Layanan  Umum  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2012    Nomor    171,   Tambahan    Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);

14.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana
Perimbangan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2005    Nomor    137,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4575);

15.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem
Informasi    Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2005   Nomor    138,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4576),   sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2010
tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun
2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  ilo, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan  Kinerja Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2006    Nomor    25,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2010  tentang  Standar
Akuntansi      Pemerintahan      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia   Tahun   2010   Nomor    123,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

18.   Peraturan    Pemerintah     Nomor    30    Tahun    2011     tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011    Nomor    59,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5219);

19.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012   tentang  Hibah
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2012
Nomor   5;   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5272);

20.   Peraturan     Pemerintah    Nomor     12    Tahun     2017     tentang
Pembinaan       dan       Pengawasan       Atas       Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 6041 ) ;

21.   Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor  13 Tahun 2006
tentang      Pokok-Pokok      Pengelolaan      Keuangan      Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46
Seri  A  Nomor   12,  Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten
Rembang Nomor 61);



22.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  9  Tahun  2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019  (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 9);

23.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  5  Tahun  2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten  Rembang  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Rembang
Tahun  2016  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Nomor
128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PBRWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN REMBANG
dan

BUPATI  REMBANG

MEMUTUSRAN  :

Menetapkan:  PERATURAN       DABRAH       TENTANG       PBRTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN  ANGGARAN  PBNDAPATAN  DAN  BELANLJA  DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGCIARAN  2019.

Pasal  1

(1) Pertanggungjawaban   Pelaksanaan   Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja   Daerah   Kabupaten   Rembang  Tahun   Anggaran   2019
merupakan Laporan keuangan yang meliputi :
a.   Laporan Realisasi Anggaran;
b.  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.   Neraca;
d.  Laporan Operasional;
e.   Laporan Arus Kas;
f.   Laporan perubahan Ekuitas;dan
9.   Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan    keuangan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan keuangan
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan    Realisasi   Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja   Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019   sebagai berikut :
a.   Pendapatan Daerah                                            Rp.1.821.899.884.311,31
b.  Belanja Daerah

-Belanja       Rp.1.463.905.411.510,13
-Transfer     Rp.     399.597.416.600,00
Surplus /  Defisit

c.   Pembiayaan
- Penerimaan
- Pengeluaran
Pembiayaan netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp.1.863.502.828.110,13

(Rp.      41.602.943.798,82)

Rp.      153.281.669.305,62
71.534.929.690

Rp.        81.746.739.615,62
Rp.        40.143.795.816,80



Pasal 3

(1)     Selisih         anggaran         dengan         realisasi         pendapatan          sejumlah
Rp.49.521.079.759,69  dengan rincian sebagai berikut :
a.    Anggaran        Pendapatan        setelah   Rp.

perubahan
b.    Realisasi                                                              R

1.871.420.964 .071,00

1.821.899.884.311,31

Selisih kurang sejumlah                              Rp.                     49.521.079.759,69

(2)     Selisih  anggaran  dengan  realisasi  belanja  sejumlah  Rp.76.742.398.501,06
dengan rincian sebagai berikut :
a.    Anggaran             Belanja             setelah    Rp.

perubahan
b.    Realisasi

Selisih lebih sejumlah

1.940.245.226.611,19

i.863.502.828.110,13
Rp.                       76.742.398.501,06

(3)     Selisih        anggaran        dengan        realisasi         surplus/defisit        sejumlah
Rp.27.221.318.741,37 dengan rincian sebagai berikut  :
a.    Anggaran setelah perubahan                      Rp.                    (68.824.262.540,19)
b.    Realisasi                                                               R 41.602.943 .798,82

Selisih lebih sejumlah                                    Rp.

(4)     Selisih    anggaran    dengan    realisasi    penerimaan
Rp.2.410.961.234,57 dengan rincian sebagai berikut
a.    Anggaran setelah perubahan                     Rp.
b.    Realisasi                                                                 R

27.221.318.741,37

pembiayaan    sejumlah

155.692.630.540,19
153 .281.669 .305,62

Selisih lebih sejumlah                                    Rp.

(5)     Selisih    anggaran    dengan    realisasi    pengeluaran
Rp.  0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.    Anggaran setelah perubahan                     Rp.
b.    Realisasi                                                                  R

2 .410.961.234,57

pembiayaan    sejumlah

86.868.368.000,00
71.534 .929 .690,00

Selisih lebih sejumlah                                      Rp.                     15.333.438.310,00

(6)     Selisih      anggaran      dengan      realisasi      pembiayaan      netto      sejumlah
Rp.12.922.477.075,43 rincian sebagai berikut :
a.    Anggaran setelah perubahan
b.    Realisasi

Selisih kurang sejumlah

Pasal 4

Rp.                     68.824.262.540,19
81.746.739 .615,62
12.922.477.075,43

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1
huruf b per 31  Desember 2019  sebagai berikut
a.      Saldo Anggaran Lebih Awal
b.     Penggunaan   SAL      sebagai   penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan
Sub Total

c.      Sisa           Lebih/Kurang
(SILPA/SIKPA)
Sub Total

Rp.                      75.692.630.540,19
Rp.                       75.415.765.915,62

Rp.                             276.864.624,57
Pembiayaan    Rp.                     40.143.795.816,80

Rp.
d.     Koreksi   Kesalahan   Pembukuan   Tahun   Rp.

Sebelumnya
e.      Lain -lain
f.       Saldo Anggaran Lebih Akhir

40 .420.660 .441,37
0,00

276.864.624,57
40.143 .795.816,80



Pasal 5

Neraca  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   1  huruf  c  per  31  Desember  2019
sebagai berikut :

a.     LJumlahAset
b.    Jumlah Kewajiban
c.    Jumlah Ekuitas

2.143.033.080.689,93
70.907.184.825,43

2.072.125.895.864,50

Pasal 6

Laporan  Operasional   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   1   huruf  d  per  31
Desember 2019 sebagai berikut :
a.    Pendapatan-LO
b.    -Beban-LO

-   Kegiatan Non Operasional - LO
c.     Surplus/Defisit LO

Pasal 7

1.602. 581.762.821,90
1.546.443.940.744,64

1.483.097.265,34
54.654.724.811,92

Laporan  Arus  Kas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  huruf e  untuk  tahun
berakhir sampai dengan 31  Desember 2019  sebagai berikut :
a.       Saldo Kas awal perjanuariTahun 2019        Rp.                      75.744.231.617,19
b.      Arus Kas dari Aktivitas operasi
c.      Arus Kas dari aktivitas investasi aset

Non keuangan
d.      Arus Kas dari aktivitas pembiayaan
e.      Arus Kas dari aktivitas non anggaran
f.        SaldoKasakhirper3l  Desember2019

Pasal 8

Rp.                      165.388.485.580,18
Rp.                   (209.991.429.379,00)

9.330.973.700,00
274.640.566,00

40.737.804.751,80

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1 huruf f per 31
Desember 2019  sebagai berikut :
a.    Ekuitas Awal
b.    Surplus/Defisit LO
c.    Dampak            Kumulatif            Perubahan

Kebijakan/  Kesalahan Mendasar
-Koreksi Nilai persediaan
-Selisih Revaluasi Aset Tetap
-Koreksi Kas
-Koreksi piutang
-    Koreksi Penyisihan Piutang
-Koreksi Aset Tetap
-    Koreksi   Akumulasi   Penyusutan

Tetap
-Koreksi Investasi LJangka panjang
-Koreksi Aset Lainnya
-Koreksi Amortisasi Aset Lainnya
-Koreksi Kewajiban Jangka pendek
-    Koreksi Ekuitas Lainnya

d.    Bkuitas Akhir

Rp.               2.025.366.485.550,19
Rp.

Rp

54 .654.724.811,92

1.835.000,00
0,00

( 1,57)
(2 .061.186.665,00)

56.906.376,27
(2.784.705.875,00)
(1.202.650.004,00)

(2 .179 . 032 .815,31)
0.00

(69.202.500,00)
342 .721.987,00

0,00
Rp.               2.072.125.895.864,50



Pasal 9

Catatan  atas  Laporan  Keuangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  huruf g
Tahun   Anggaran   2019,   memuat   informasi   baik   secara   kuantitatif  maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal  10

(1)     Pertanggungjawaban    Pelaksanaan    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  1  tercantum dalam Lampiran-1ampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)     Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.     :fFapir:[=a[n I. 1     :       LR:::±aansaRneaLtispaosr]a:n£:gias=si Anggaran menurut

Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
2)  Lampiran I.2

3)  Lampiran I.3

4)  Lampiran I.4

b.       Lampiran        11
c.       Lampiran       Ill
d.      Lampiran       IV
e.      Lanpiran      V
f.        Lampiran       VI
9.      Lampiran       VII
h.      Lampiran       VIII
i.        Lampiran       IX

j.       Lampiran x

k.      LampiranxI
I.        Lampiran XII

in.     Lampirab XIII
n.      LampiranxIV

o.      Lampiranxv
p.      LampiranAVI
q.      LampiranxvII
r.       LampiranxvIII
s.      LampiranxIX

t.      Lampiranx

Rincian   Laporan   Realisasi   Anggaran   menurut
Urusan       Pemerintah       Daerah,       Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi  Realisasi Anggaran  Belanja  Daerah
menurut        Urusan        Pemerintah        Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi  Realisasi  Anggaran  Belanja  Daerah
untuk   Keselarasan   dan   Keterpaduan   Urusan
Pemerintahan     Daerah     dan     Fungsi     Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Opersional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
Daftar   Rekapitulasi   Penyisihan   Piutang   Tidak
Tertagih;
Daftar      Rekapitulasi      Dana      Bergulir      dan
Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)  Daerah;
Daftar  Rekapitulasi  Realisasi  Penambahan  dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
D aftar        R ekapitulas i        Ko n stru ksi        D alam
Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban LJangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
D aftar         Kegiatan -kegi atan         yan g         B e lum
Diselesaikan      Sampai      Akhir      Tahun      dan
Dianggarkan   Kembali   Dalam   Tahun   Anggaran
Berikutnya;
Ikhtisar  Laporan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah.



Pasal  1 1

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah   sebagai   rincian   lebih   lanjut   dari   pertanggungjawaban   pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal  12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap  orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   Peraturan
Daerah    ini    dengan    penempatannya    dalam    Lembaran    Daerah    Kabupaten
Rembang.

Eitde:atE:::a€£5amfrat?`8foso
BUPATI REMBANG,

:iE:dt::g::|nddzeTbul|?gcoJ2®
Plh.  SEKRETARIS DABRAHurer:NIRAVG,

MUSTAIN

LEMBARAN DAERAH KABupATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR    a

NOREG     PERATURAN     DAERAH     KABUPATEN     REMBANG     PROVINSI    LJAWA
TENGAH  (4-   11fy2020)
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